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PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Kecuangan Kepada Partai
Politik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik;

Ll

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



. Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentuhan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Numu;
4389),

. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Ncgar;
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422),

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 - tentang
Pemenntahan  Daerah  (Lembaran  Nepara Rl.:puhlli
Indenesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakbir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Alas [._Indnng-[_indang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pclm:nn_lu]mn Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
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L d

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4801);

11 Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836),

12, Peraturan Pemerimah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah  dan  Kewenangan  Propinsi
sebagar Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952),

13. Peraturan  ['emenniah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Dacrah  (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomar 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan  Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi
Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 160),

15. Peraturan  Pemenntah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Kcuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972),




16. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 24 Tahun 2009
teatang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, I'enyaluran, dan Laporan

17

I8 Pertanggungjawaban  Penggunaan Bantuan Keuangan
Paniai Polink.

19 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8§
Tahun 2009 tentang Organisas) dan Tata Kena Sckretariat
dan Sekretanat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomor 8),

20. Peraturan Dacrah Kabupaten Polewali Mandar Nomar 9
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspekiorat, Bappeda dan Lembaga Tekmis Daerah

Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Tahun
2009 Nomar 9y,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN -
Menetapkan

l"i".‘RATU!{:'\N DAERAH  TENTANG  BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAL POLITIK

BAB 1
KETENTUAN UMUN
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan

Kabupaten adalah Kabupaten Polewali Mandar.

Pemenntah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
Bupau adalah Bupau Polewali Mandar

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
DPRID Kabupaten Polewalt Mandar

Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah adalah Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Satuan Kena Perangkat Lacrah (SKPD) terkait adalan SKFD yang
mempunyar fungsi pembinaan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.

Komisi Pemilihan Umum yang sclanjutnya disingkat KPU adalah KPU
vang secara hirarkis berada di Kabupaten Polewali Mandar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Kabupaten Polewali Mandar.

Partai Poliik adalah partai politik yang lingkup kerjanya berada dan
berkedudukan di Kabupaten Polewah Mandar.

DPC Parta Politik adalah Dewan Pimpinan Cabang atau scbutan lain bag
Pengurus Partai Politik di Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan
berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau scbutan lain sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



11 Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan vang bersumber dan APBD
vane diberikan secara proporsional kepada partar polink yang mendapathan
hurst di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara

12. Tim Venfikast adalah Tim Venfikast helenghapan admunistrast Bantuan
Keuangan Partai Polink yang pembentukannya ditetapkan berdasarhan
Keputusan Bupati

13 Pemilhan Umum yang sclanjutnya  discbut Pemilu adalah  sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan sccara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara kesaluan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

BAB 11
" PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Bantan Keuangan Kepada Partai Politk dan APBD diberikan oleh
Pemenintah Kabupaten setiap tahunnya.

(2) Untuk membantu kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretanat
partai politik, Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada
Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum
Tahun 2009

(4) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan sctiap Tahun Anggaran kepada Partai Politik dalam 1 (satu)
peniode jabatan.

BADB 1l
BANTUAN KEUANGAN

o |

Pasal 3

Bantuan Keuangan Kepada Partar Poliuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
diberikan secara propossional berdasarkan jumlah perolehan suara bagr parta
politik yang menuliki kurst dv DPRD berdasarkan Hasil Pemibihan Umum
Tahun 2009

Pasal 4

(1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai polink vang mendapathan
kurst di DPRD adalah jumlah bantuan APBD Tahun Anggaran sebelumnva
dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD  penode
scbelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU

(2) Besarnya jumlah bantuan heuangan yang dialokasikan dalam APBD scuap
tahun untuk partai poliuk yang memperoleh kursi ds DPRD adalah yjumlah
perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan milar bantuan persuara

(3) Jumlah bantuan kevangan dan APBD sctiap tahun kepada masing-masing
partai politik yang memperoleh kursi di DPRD adalah jumlah perolchan
suara mastng-masing partar polik hasil Pemilu 2009 yang memperoleh
kursi di DPRD dikalikan dengan nilay bantuan persuara

BABIV
PENGANGGARAN DALAM APBD
Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD
sctiap tahunnya dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan
objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

(2) Penentuan besamya anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
didasarkan pada akumulasi perolehan suara partai politik yang memperolch
kursi di DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V



TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

(1) Pengajuan surat permohonan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis
oleh DPC Panai Polink yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau
scbutan lainnya yang sah, kepada Bupati melalui SKPD terkait dengan
melampirkan kelengkapan administrasi -

a. Surat Keputusan DPP Partai Politik atau scbutan lainnya yang
menetaphan susunan hepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir
oleh Ketua dan Sekretans Panar yang bersangkutan dan atau pejabat
yang ditunjuk berdasarkan ketentuan Partai Poliuk yang bersangkutan;

b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang,

c. Nomor rekening kas umum parai politik yang dibuktikan dengan
pernyataan pembukaan rekening dan Bank yang bersangkutan;

d. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara
partai poliuk di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU:

e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai pohitik,

[ Laporan realisasi penenmaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun
Anggaran dan atau tahap sebelumnya,

g Surat Keterangan partai politk yang menyatakan bersedia dituntut sesuai
Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang
tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan
lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai, dan

h. Lampiran tersebut dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
[, dan hurul g dibuat dalam rangkap 2 (dua)

(2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya
disampaikan kepada Ketua KPU dan SKPD terkait

BAB VI

VERIFIKASI KELENG KAP;\.I‘\‘;'
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

(1) Verifikasi kelengkapan administras scbagaimanla 'dlma_ksud dalam Pasal 6
dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan
Partai Politik. ‘ _ o

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai olch pt‘mpm.an
SKPD terkait, vang anggotanya terdiri dari KPU dan unsur Sekretaniat
Daerah. . |

(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupat. “ _ |

(4) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD.

Pasal 8

Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi hgnluan keuangan partal
politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan
kelengkapan persyaratan admimstrasi perr_nohonan bantuan keuangan partai
politik scbagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Pasal 9

(1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan
riai politik dibuat dalam Berita Acara. . _
(2) Fl;:::nlulsz Berita Acara Hasil Verifikasi scbagam;nga dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Dacrah ini.



BAB VII
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK
Pasal 10

(1) Pgny’aluran bantuan keuangan ke rekening kas umum panai politik
gllaks;}nakan olch Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan
upati.

(2) Penyaluran bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memenuhi kelengkapan persyaratan  administrasi
permohonan bantuan keuangan panai politik.

Pasal 11

Ketua DPC mqai politik menyampaikan tanda bukti penenmaan bantuan
Lcuang?ln yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati
melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

BAB VIII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Pasal 12

Bantuan Keuangan Kepada Panai Polwuk d
- _ i igunakan sebagai dana penunjan
kegiatan pendidikan politik dan operasional Sckretaniat Partai Politik PRES

Pasal 13
(1) Kegiatan pendidikan

berkaitan dongan politk  sebagaimana dimaksud dalam [’asal 12

11

a  Pemngkatan kesadaran hak dan hewajiban masyarakat dalam hehidupan
benmasyarakat, berbangsa dan bernegara,

b. Peningkatan partisipasi politik dan inisianl masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bermegara, dan

¢ Peningkatan kemandinan, kedewasaan dan membangun karakter bangsa
dalam memelihara persaluan dan hesatuan bangsa.

(2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan
dan kesetaraan pender untuk membangun ctika dan budaya politik sesuai
dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional Sckretarial Partai Politk sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 berkaitan dengan admimistrasi umum, berlangganan daya dan jasa,
pemeliharaan data dan arsip dan pemeliiaraan peralatan kantor.

BAB IX

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan
pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

(1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban Pencrimaan dan
Pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin
dani :
a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai
Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai
Politik Perkegiatan; dan



12

b. Barang Inventans™odal (fisik), barang persediaan pakai habis day
pengadaan penggunaan jasa.
(3) Bentuk Laporan pertanggungjawaban scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran [11 Peraturan Daerah ini

Pasal 17

(1) Parar  Polink wajb  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dan dana bantuan
APBD secara berkala 1 (satu) tahun schali kepada Pemerintah Kabupaten
setelah dipenksa oleh Badan Pemenksa Keuangan

(2) Laporan Peranggungjawaban schagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan olch Ketua DPC Panar Poliuk kepada Bupati, paling lambat 1
(satu) bulan setelah dipeniksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(3) Laporan pertanggungjawaban schagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka
untuk diketahw masyarakat

Pasal 18

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
dikenar sanksi admunistrauf berupa penghentian bantuan keuangan dan APBD
dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan ditenima oleh Bupau

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diar dalam Peraturan

. Dacrah i sepanjang mengenal
teknis pelaksanaannya ditetaphan dengan P Panang ’

craturan Bupan
Pasal 20

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten
Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Poliuk Yang Memperoleh Kurst di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2006 Nomeor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali
Mandar

Dutetapkan di Polewal:
pada tanggal, 5 Jul 2010

7. -BUPATI POLEWALI M

’d =

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

UMUM

Negara menjamin kemerdekaan setiap warga Negara untuk
mempunvai kesempatan vang sama dan ikut scrta dalam merumuskan
kebijakan-kebijakan Negara dan daerah Keikulsertaan warga Negara
dalam merumuskan kebijakan Negara sesuai dengan sistem demokrasi di
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan
dilaksanakan melalui partai politik

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan
kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset Negara, maka dalam
rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indenesia
Pemerintah perlu membenikan bantuan keuangan kepada partai politik.

Dalam Peraturan Daerah ini, diatur tentang maksud dan tujuan
bantuan keuangan kepada panai politik, tata cara pengajuan bantuan
keuangan pariai politik, penelitian dan pemeriksaan kelengkapan
administrasi bantuan kepada partai politik, pemberian dan penycrahan

f—————

IL

bantuan keuangan kepada pantai politik, penggunaan bantuan kcuangan
dan laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Pero!chan suara sah pada masing-masing Daerah
Pemilihan.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf (a)

Surat keputusan DPP Partai Politik di legalisir ketua
umum dan sekretaris jenderal DPP Pamai Politik,



(]

hecuali dalam anggaran dasar anggaran rumah
langga partai politik yang bersangkutan ditentukan
lain

Huruf (b)

» Folo copy sural Sekretans NPWP dilegalisir
pejabat yang berwenang, kecuali dacrah yang
belum memiliki kantor pelavanan pajak dapat
menggunakan NPWP DPP Partai Poliik yang
bersangkutan

» Bantuan Kcuangan tidak dikenakan pajak, telapi
pembayaran yang bersumber  dan bantuan
keuangan Parpol kepada karvawan, staf
sckretaris, pembelian ATK, pembayaran jasa,
dan dikenakan pajak sesuai ketentuan Peraturan
Perundangan Perpajakan

Huruf (c)

Cukup jelas
Huruf (d)

Cukup jelas
Huruf (¢)

Cukup Jelas
Huruf (f)

Cukup jelas
Huruf (g)

Cukup jelas

s

Huruf (h)
Cukup jelas

Ayat(2)
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal |5



Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cuhkup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALL MANDAR TAHUN 2010 NOMOR 2

Wh

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALIMANDAR
NOMOR 2TAHUN 2010
TANGGAL 5 JULI2010

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAL ............

Pada hanam . . tanggal bulan Tabun _ ..., Tim Venfikasi
Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor Tahun tanggal — ,telak
melaksanakan vernifikasi persyaratan admunistrast Bantuan Keuangan Panai Politik Tahun .
yang diajukan oleh DPC Partai

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada
Partai Poliuk, Tim menyatahan bahwa Pana . tefabh memenuhi persyaratan
untuk mendapathan bantwan keuangan dari Pemenntah Kabupaten Polewali Mandar yang
didasarkan pada hasil perolehan suara Partar Politik yang mendapatkan kursi di DPRD
Kabupaten Polewali Mandar pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak .. . . suara sah

xRp . oo =Rp

Demikian Berita Acara Hasil Venifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai .. ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

i



'ERIFIKASI ‘
KELENGRAPAN .-\D?\IIMST;:;I:ESS'ﬁ‘EN KEUANGAN KEPADA PARTAL

Ketwa | - )
 Sekretanis (.o )
Anggota (. e e s AT )

Anggota ( i . )

Anggota (... s e s b

Angeota (. .o )

Y77 T Y (PURPSRURR R |

RUPATI POLEWALI MANDAR,
ud
ALl BAAL

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TAHUN 2010
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BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
Namor

Pada han tanggal

bulan
tahun tra yang bertanda tangan dibawah iny

1. Bupati Polewali Mandar

selanjutnya disebut pihak pertama

ketua umum dan bendahara umum DPD/DPC Partai Politik atau scbutan laianya
. - selanjutnya disebut Pihak Kedua

atau pejabat ditunjuk
2

Dengan ini menyatakan bahwa pihak pertama telzh menyerahkan Bantuan Keuangan

Partai Politik tahun oo kepada DPDY/DPC Ve sejumlah Rp
. ~+voov.o..dan pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah
<voeeeoo. melalui Rekening Bank Partai Politik

Berita acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dan
KPPN/Kas  dacrah )

diteima  oleh DPDDPC  Partai  Polutik

......yang bcrsanélkutan
Pihak Kedua Pihak Pertama
DPC i e v an Bupati Polewali Mandar
Ketua
Bendahara
[T (.. )
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LAMPIRAN 1l : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 2 TANUN 2010
TANGGAL 5 JULI 2010

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK ..oo—.ce.s
TAHUN ANGGARAN ..— o
Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai polmk_
yang 1elah di periksa BPK pada tanggal bulan weee tahun __ (terlampir) sebagai
bernkut:

JUMLAH REALISAST | o prpRANGAN

el " Tl o
(.\0 l JENIS PENGELUARAN (Rp) (Rp) :
3 4

"A__| PENDIDIKAN POLITIK

|
1 1 bl ] J
|

B | OPERASIONAL
SEXRETARIAT

1. Admimistrasi Umum

a2 Keperluan ATK

b Rapat Internal
Sekretanat

c. Ongkos Perjalanan
Dinas dalam rangka
mendukung kegiatan
operasional
Sekretaniat

2 langganan Daya dan
Jasa
2 Telepon dan Listnk

b Air Minum
{ c JasaPos dan Giro

) d._Surat menyural
3 Pemeliharaan data dan
- um_ - -
4. Pemehiharaan Peralatan
Kantor -
| Jumlah =

Mengetahui-
KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,
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